SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : 75 /Kpts/KPU.Kab-012.329486/2015

TENTANG

PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE

PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang

a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 74, Pasal 75, dan
Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sragen tentang Pedoman Pelaporan Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen
Tahun 2015;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Pedoman
Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Sragen Tahun 2015.




Mengingat

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Provinsi Djawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa

Tengah,;

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5189);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5246);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintan Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan
Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5678);

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang

Jasa Akuntan Publik;




8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015
tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

11.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015
tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota;

12.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015
tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota;

13. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas

Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor
13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun
2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;




Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor
01 /Kpts/KPU.Kab-012329486/2015 Tentang Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Sragen Tahun
2015;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor
13 /Kpts/KPU.Kab-012329486/2015 tentang Pedoman Teknis
Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sragen
Tahun 2015;

3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sragen tanggal 26 Mei 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SRAGEN TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SRAGEN TAHUN 2015

KESATU :  Menetapkan Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 sebagaimana tersebut
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal =2 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

ttd
NGATMIN ABBAS

_ alinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM




SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 737K pts/KPU.Kab-012.329486/2015
TENTANG

PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SRAGEN TAHUN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015
merupakan bagian dari tahapan Laporan dan Audit Dana Kampanye penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015, yaitu sejumlah biaya berupa
uang, barang dan jasa yang digunakan pasangan Calon dan/atau partai Politik dan/atau
Gabungan partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan
Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015. Oleh karenanya
untuk menjaga akuntabilitas dan keterbukaan maka dana kampanye harus dilaporkan
oleh pasangan calon dan/atau tim pelaksana kampanye.

Pedoman Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun
2015 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melayani dan memfasilitasi tahapan Laporan dan
Audit Dana Kampanye penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Sragen Tahun 2015;

2. Memberikan panduan bagi Pasangan Calon dalam mengelola dan
mempertanggungjawabkan penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

3. Menjadi acuan bagi Akuntan Publik (AP) dalam melaksanakan audit kepatuhan atas

laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

PENGERTIAN
Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya
disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mepermudah pemahamannya,
maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :
1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen selanjutnya disebut Pemilihan adalah
pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten Sragen untuk memilih Bupati

dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.

2. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah

memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
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11.

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga
penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan
diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan

ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut KPU Provinsi.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut KPU Kabupaten,
adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas
menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan

yang diatur dalam undang-undang.

Partai Politik adalah partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah terakhir.

Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih partai politik nasional,
peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir, yang secara bersama-sama

bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.

Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk
meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Pasangan Calon

dan/atau informasi lainnya, yang dilakukan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye.

Dana Kampanye Pasangan Calon, selanjutnya disebut Dana Kampanye, adalah
sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon
dan/atau Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan
Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Sragen.

Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan
Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Laporan Awal Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LADK, adalah pembukuan
yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan
saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran
yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan
penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
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Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPSDK,
adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan

Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten.

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya disingkat
LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran

Dana Kampanye.

Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk

keperluan audit.

Akuntan Publik, selanjutnya disingkat AP, adalah seseorang yang telah
memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan

Perundang-undangan.

Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang
didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan

izin usaha berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tentang Akuntan Publik.

Hari adalah hari kalender.

PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan berpedoman

pada prinsip-prinsip yaitu :

O S R L o
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Mandiri;

Jujur;

Adil;

Kepastian Hukum;
Tertib;
Kepentingan Umum:;
Keterbukaan;
Proporsionalitas;
Profesonalitas;
Akuntabilitas;
Efisiensi;
Efektifitas; dan
Aksesibilitas.

DASAR HUKUM

Dalam penyusunan keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten

berpedoman pada :




Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintan
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah
dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5678);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan
Publik;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
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Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan,
Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Pedoman Teknis
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota
Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11
Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara

Pemilihan Umum.

BAB 11
DANA KAMPANYE

SUMBER, BENTUK DAN PEMBATASAN PEMBIAYAAN KAMPANYE

1.

2.

Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,

bersumber dari:

a.

b.

C.

Pasangan Calon;
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan/ atau

Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Dana Kampanye Pasangan Calon Perseorangan, bersumber dari:

a.

b.

Pasangan Calon; dan/atau

Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
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12.

Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud
dalam angka 1 huruf a dan angka 2 huruf a berasal dari harta kekayaan pribadi

Pasangan Calon yang bersangkutan.

Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b berasal dari keuangan Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam

angka 1 huruf ¢ dan angka 2 huruf b berasal dari:
a. perseorangan;

b. kelompok; dan/atau

c. badan hukum swasta.

Dana Kampanye yang berasal dari suami atau isteri atau keluarga Pasangan
Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politik
atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dikategorikan
sebagai sumbangan perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a.
Dana kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada
angka 5, tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.

Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 3 sampai dengan 7, dapat
berbentuk:

a. uang;

b. barang; dan/atau

C. jasa.

Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf
a meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga, lainnya,
dan penerimaan melalui transaksi perbankan.

Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada angka 8
huruf b meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai
dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu
diterima.

Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf
¢ meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya
dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan
uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada
angka 10 dan angka 11, dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat

sumbangan itu diterima.
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14.
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Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan
sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a, nilainya tidak boleh melebihi dari
Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok dan/atau
badan usaha swasta sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf b, nilainya tidak
boleh melebihi dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama masa
Kampanye.
Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka
13 dan angka 14 bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.
Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam
angka 5 adalah jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan jasa yang
diterima dari pihak lain.
Sumbangan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 16 harus
dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:
a. perseorangan:
1) nama;
2)  tempat/tanggal lahir dan umur;
3) alamat penyumbang;
4)  nomor telepon/telepon genggam (aktif);
5)  nomor Identitas;
6) nomor Pokok Wajib Pajak, apabila ada;
7)  pekerjaan;
8)  alamat pekerjaan;
9)  jumlah sumbangan;
10) asal perolehan dana; dan
11) pernyataan penyumbang bahwa:
a)  penyumbang tidak menunggak pajak;
b)  penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
¢)  dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
d)  sumbangan bersifat tidak mengikat.
b. kelompok:
1)  nama kelompok;
2)  alamat kelompok;
3)  nomor identitas;
4)  nomor telepon/telepon genggam (aktif);
5)  Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila

ada;
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19,

20.

6) nama dan alamat pimpinan kelompok;
7)  jumlah sumbangan;
8) asal perolehan dana;
9)  keterangan tentang status badan hukum atau status kelompok;
10) pernyataan penyumbang bahwa:
a) penyumbang tidak menunggak pajak;
b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan
pengadilan;
¢) dana tidak berasal dari tindak pidana;
d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
c. badan hukum swasta:
1) nama badan hukum swasta;
2)  alamat badan hukum swasta;
3)  nomor akte pendirian badan hukum swasta;
4)  Nomor Pokok Wajib Pajak badan usaha swasta;
5) nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta;
6) nomor telepon/telepon gengam direksi/atau pimpinan badan hukum
swasta;
7)  nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
8)  jumlah sumbangan;
9) asal perolehan dana;
10) keterangan tentang status badan hukum; dan
11) pernyataan penyumbang bahwa:
a) penyumbang tidak menunggak pajak;
b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan
pengadilan;
¢) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
d) Sumbangan bersifat tidak mengikat.
Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada
angka 17 huruf ¢ wajib dilampiri salinan akte pendirian badan usaha.
Penerimaan sumbangan Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 16
yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang
ke Rekening Khusus Dana Kampanye, disertai identitas penyumbang
sebagaimana dimaksud pada angka 17 yang dapat berupa surat keterangan dari
bank yang bersangkutan.
Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 19 dapat berupa surat

keterangan dari bank yang bersangkutan.




21.

s

23.

24.

25.

26.

Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 16 yang

dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan

penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 17.

Pasangan Calon Perseorangan dan partai Politik atau Gabungan Partai Politik

yang mengusulkan Pasangan Calon yang menerima sumbangan melebihi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 dan 14:

a. dilarang menggunakan dana dimaksud;

b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten;

c¢. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat
belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

KPU Kabupaten memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan sebagaimana

dimaksud pada angka 22 kepada kas Negara.

Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang

wajar untuk barang tersebut.

Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli

yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan

pengaturannya tunduk pada Peraturan ini.

Hutang atau pinjaman Pasangan Calon yang timbul dari penggunaaan uang atau

barang dan jasa dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan

dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini.

PEMBATASAN DANA KAMPANYE

1.

KPU Kabupaten menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan
memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan
jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang
diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen
Kampanye/konsultan.

Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung
total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:

a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;

o

. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya
daerah;

. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;

[¢)

o,

. pembuatan bahan kampanye = persentase jumlah kegiatan (n %) x pemilih x
Rp 25.000,00;

e. jasa manajemen/konsultan.




Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU/KIP
Kabupaten berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau
petugas yang ditunjuk Pasangan Calon untuk mendapatkan masukan.

Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1
dan 2 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten dengan memerhatikan rapat

koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.

REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

1.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
dan Pasangan Calon Perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana
Kampanye pada Bank Umum.

Rekening Khusus Dana Kampanye untuk pasangan calon dari partai politik atau
gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka pada bank
umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan
Pasangan Calon.

Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada
angka 1 dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus
dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan
Calon.

Pembukaan Rekening Khusus bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh
Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan oleh
petugas yang ditunjuk oleh Gabungan Partai Politik.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening
Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada KPU
Kabupaten.

Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang
telah disampaikan kepada KPU Kabupaten tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan
penggantian.

Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5
menjadi dokumen persyaratan pencalonan yang disampaikan pada saat

pendaftaran dan menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK.




BAB III
PELAPORAN DANA KAMPANYE

PENCATATAN DANA KAMPANYE

L

10.

11.

Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan
berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.

Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi tanggung jawab
Pasangan Calon.

Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon Perseorangan, dan
sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan
ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk
kegiatan Kampanye Pemilihan.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat menerima sumbangan Dana
Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik dan/atau
Gabungan Partai Politik dan Pihak Lain.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan sumbangan
sebagaimana dimaksud angka 4 dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye.
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib menyampaikan pembukuan
penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud angka 5 kepada pasangan
calon untuk dilampirkan dalam LADK.

Format pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada
angka 5 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III keputusan ini
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam
pembukuan khusus Dana Kampanye.

Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 terpisah dari pembukuan
keuangan pribadi Pasangan Calon.

Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 mencakup informasi tentang
bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang
dapat dipertanggungjawabkan.

Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9 dimulai sejak

Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

PELAPORAN DANA KAMPANYE

L

Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye

kepada KPU Kabupaten.




Penyusunan laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus
yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam penyusunan laporan Dana

Kampanye.

Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikanlaporan Dana Kampanye

yang terdiri atas:

a. LADK;
b. LPSDK; dan
e - EPPDK.

C. LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK)

1.

LADK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf a adalah pembukuan

yang memuat informasi:

a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
b. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
g rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum

pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan

d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
Pembukuan LADK ditutup pada saat penetapan Pasangan Calon.

Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam huruf B

angka 3 huruf a kepada KPU Kabupaten 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.

LADK disampaikan ke KPU Kabupaten paling lambat pukul 18.00 WIB.
berdasarkan waktu di Kantor KPU Kabupaten Sragen.

Format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dapat disampaikan

oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.

Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 6 wajib menyerahkan

surat tugas.

KPU Kabupaten menerima LADK dari Pasangan Calon atau petugas yang
ditunjuk.

KPU Kabupaten melakukan pencermatan terhadap:




10.

1.

12.

13.

14.

a. cakupan informasi; dan
b. format LADK.

KPU Kabupaten membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama

dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara.

Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK sebagaimana dimaksud
dalam angka 9 tidak lengkap, KPU Kabupaten mengembalikan LADK dan

memberikan tanda terima pengembalian dan berita acara.

Tanda terima dan berita acara LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dan
11 dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan

ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KPU Kabupaten mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah
menerima LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 8 pada papan

pengumuman dan/atau laman KPU.

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

L

LPSDK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf b adalah
pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon
setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten.

LPSDK ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU KPU
Kabupaten.

Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud angka 1 kepada
KPU Kabupaten sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati.

LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada KPU
Kabupaten paling lambat pukul 18.00 WIB. Waktu di Kantor KPU Kabupaten.
Format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran
IT Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
LPSDK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
Petugas yang ditunjuk wajib menyerahkan surat tugas.

KPU Kabupaten menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau petugas yang
ditunjuk.

KPU Kabupaten melakukan pencermatan terhadap:

a. kelengkapan informasi; dan




10.

.

12.

13.

14.

b. format LPSDK.

KPU Kabupaten membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama
dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.

KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita acara.
Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK sebagaimana dimaksud
pada angka 9 tidak lengkap, KPU Kabupaten membuat catatan khusus dalam
berita acara.

Tanda terima dan berita acara LPSDK tercantum dalam Lampiran IV Keputusan
ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KPU Kabupaten mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah
menerima LPSDK  sebagaimana dimaksud dalam angka 8 pada papan

pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
(LPPDK)

L

10.

11.

LPPDK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf b adalah
pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye
Pasangan Calon.

LbPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye baik
dalam bentuk uang, barang, dan jasa.

Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 2, menggunakan
pendekatan aktivitas.

Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten paling lambat 1
(satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir.

Penyerahan LPPDK paling lambat pukul 18.00 WIB. berdasarkan waktu di
Kantor KPU Kabupaten.

Format LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 tercantum dalam Lampiran
IIT yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dapat dilakukan oleh
pasangan calon atau petugas yang ditunjuk.

Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 7 wajib menyerahkan
surat tugas.

KPU Kabupaten menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas yang
ditunjuk.

KPU Kabupaten menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas yang
ditunjuk.

KPU Kabupaten membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama

dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.




12.
13.

14.

KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara.

Tanda terima dan berita acara LPPDK sebagaimana dimaksud dalam angka 12
dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KPU Kabupaten menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam angka 1
kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya
LPPDK.

BAB IV
AUDIT DANA KAMPANYE

BENTUK PERIKATAN DAN TUJUAN AUDIT

1.

2.

Bentuk perikatan audit Dana Kampanye dalam Pemilihan adalah audit kepatuhan.

Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah kepatuhan
terhadap peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye

Pemilihan.

Keluaran audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa Opini

patuh atau tidak patuh.

Tujuan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai 3 adalah
untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana Kampanye dengan peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.

SELEKSI KANTOR AKUNTAN PUBLIK

1.

KPU Kabupaten, melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Dana

Kampanye Pasangan Calon.

Seleksi KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk dalam kategori jasa
konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Biaya pelaksanaan kerja KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen untuk

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen.

KPU Kabupaten menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi sebagaimana
dimaksud dalam angka 2 untuk melakukan audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan

Calon di daerah yang bersangkutan.




5. KAP sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat melakukan audit LPPDK

Pasangan Calon di daerah lainnya.

PERIKATAN AUDIT

1. AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP
yang ditetapkan KPU Kabupaten.

2. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib membuat

pernyataan tertulis sebagai berikut:

a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan
Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon

Perseorangan;

b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau gabungan Partai

Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

3. AP dan staf auditor yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1
diutamakan yang telah mengikuti pelatihan audit Dana Kampanye dari Asosiasi
Profesi Akuntan Publik.

4. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib menghadiri
pertemuan atau sosialisasi Peraturan KPU Dana Kampanye yang diselenggarakan

oleh KPU Kabupaten.

S. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertanggung

jawab atas laporan hasil audit.

6. Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman pelaksanaan audit bagi AP ditetapkan

dengan Keputusan KPU.

PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE

1. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak
KAP menerima LPPDK dari KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Bab III
huruf E angka 14.

2. Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua
catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.

3. Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:

a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana
Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye, dokumen pencatatan, dan data
lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;

b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;




c¢. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan

d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

E. PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE

1.

KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Kabupaten paling lambat 15 (lima
belas) hari setelah diterimanya LPPDK dari KPU Kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Bab III huruf E angka 14.

Hasil pekerjaan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dilampiri kertas
kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Kabupaten.

KPU Kabupaten menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada Pasangan
Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP
sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

KPU Kabupaten mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat
1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman
dan/atau laman KPU Kabupaten.

KPU Kabupaten menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit LPPDK Pasangan
Calon dalam bentuk soffcopy kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari

setelah menerima hasil audit dari KAP.

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI

A. LARANGAN

1.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan
dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal
dari:
a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan
warga negara asing;
b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik
desa atau sebutan lain.
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan
Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud
pada angka 1:
a. dilarang menggunakan dana dimaksud;

b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten;




c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat

belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
3. KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor:

a. tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;

b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau
penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;

c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon
dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon

perseorangan;

d. Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat
Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat
KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan

e. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP,
kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam

hubungan kerja sehari-hari.

B. SANKSI

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam
laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka 17,
dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.

2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka 22, dikenai
sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.

3. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye
sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 4, dikenai sanksi berupa
pembatalan sebagai Pasangan Calon.

4. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten
sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Bab III huruf
E angka 4 dan 5, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.

5. Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak memberikan
informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV
huruf C angka 2, KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih
dahulu dilakukan klarifikasi.

6. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak berhak

mendapatkan pembayaran jasa.




10.

kL.

KPU Kabupaten menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit

atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Bab V huruf A angka 1 dan 2, dikenai sanksi berupa pembatalan

Pasangan Calon yang diusulkan.

Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Bab V huruf A angka 1 dan 2, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai

Pasangan Calon.

Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam angka 3,

angka 4 dan angka 8, sebagai berikut:

a. KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan
Calon perseorangan;

b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan dalam rapat
pleno.

Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

KPU Kabupaten memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye kepada Pasangan

Calon dan/atau tim Kampanye.

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas konsultasi:

a. tatap muka;

b. melalui telepon; dan

c. melalui email.

Kewajiban KPU Kabupaten dalam memberikan pelayanan adalah:

a. menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Kabupaten, dan dapat dibantu oleh
asosiasi akuntan Indonesia;

b. menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;

c. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat nomor
telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Kabupaten, tanda tangan
petugas dan tamu;

d. menyiapkan alamat email KPU Kabupaten/Kota; dan

e. berkoordinasi dengan kantor Kas Negara atau asosiasi profesi akuntan publik.

Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan Calon wajib

menyusun dan melaporkan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.




10.

k1.

12.

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 meliputi kelompok masyarakat,
organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, dan pihak yang melakukan
kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.

Pasangan Calon melaporkan Dana Kampanye pihak lain sebagaimana dimaksud pada
angka 4 kepada KPU Kabupaten sebagai lampiran LPPDK.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten dapat mengakses informasi
data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye KPU Kabupaten.

Permohonan akses informasi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 7,
disampaikan secara tertulis kepada KPU Kabupaten.

Masyarakat dan lembaga pemantauan Pemilihan dapat berperan serta mengawasi
pengelolaan Dana Kampanye.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan dalam bentuk
melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang tentang Pemilihan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 10 yang disampaikan kepada KPU
Kabupaten dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Dana Kampanye.

Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam

pemungutan dan penghitungan suara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  : Sragen
pada tanggal :.Z}Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

ttd

NGATMIN ABBAS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SRAGEN
Kepala Sub Bagian Hukum

" /SUGIYANTO




SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : #5°/Kpts/KPU.Kab.-012.329486
TENTANG

PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2015

JENIS FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2015

UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU

GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Formulir Model
LADK1-PARPOL

2. Formulir Model
LADK2-PARPOL

3. Formulir Model
LADK3-PARPOL

4. Formulir Model
LADK4-PARPOL

5. Formulir Model
LADKS-PARPOL

6. Lampiran Formulir
Model LADK5-PARPOL

Laporan Awal Dana Kampanye;
Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
Daftar Saldo Dana Kampanye;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal
Dana Kampanye,;

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
Kepada Pasangan Calon;

Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;

8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;

9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1.  Formulir Model
LADK1-Perseorangan
2. Formulir Model
LADK?2-Perseorangan
3. Formulir Model
LADKS3-Perseorangan
4. Formulir Model
LADK4-Perseorangan
S. Formulir Model
LADKS-Perseorangan

Laporan Awal Dana Kampanye;

Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;

Daftar Saldo Dana Kampanye;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal

Dana Kampanye;
Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;

8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.
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LOGO PASANGAN ’
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN 1
NAMA PASANGAN CALON 2

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode s/d 3

Tanggal Pembukaan Rekening : 4
Nama Bank 3 5
Nomor Rekening : 6

Nomor Uraian Rp | Unit Keterangan

A. Penerimaan 7

Pasangan Calon®

i

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total
Penerimaan) ¢

Sumbangan Pihak Lain Perseorangan!0

Sumbangan Pihak Lain Kelompok!!

Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta!2

O Al B oo

Lain-Lain Komitmen1!3

B. Pengeluaran........... 14

L. Pengeluaran Operasi

a. Pertemuan terbatas!s

b. Pertemuan tatap muka!l6

c. Pembuatan/Produksiiklan di media massa
cetak dan media massa elektronik!?

d. Pembuatan desain alat peraga kampanye!8

e. Penyebaran bahan kampanye kepada
umum!9

f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye dan peraturan perundang
undangan?0

g. Lain-lain?!

2. Pengeluaran Modal?2

a. Pembelian Kendaraan?23

b. Pembelian Peralatan 24

c. Lain-lain?25

3. Pengeluaran Lain-Lain?2¢

a. Pemberian Piutang??




Nomor Uraian Rp | Unit | Keterangan

b. Pembayaran Utang?®

SALDO PER 29

Kas di Rekening Khusus3°

Kas di 31

Barang?3?

Tagihan kepada 33

Utang34

CALON BUPATI* CALON WAKIL BUPATI*

ttd. ~ N\ ttd.

-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-
35

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1.
2,
3.

10.

11

12.

Diisi nama Kabupaten tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

Diisi dengan Periode Pelaporan sampai dengan penetapan Pasangan Calon oleh
KPU.

Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di
Bank.

Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye
Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.

Penerimaan dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan
Calon oleh KPU).

Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon.

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk
pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai
sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah,
kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain badan hukum swasta.




13.

14.

15.

16.

17

18.

19.

20.

21.

22;

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan
dikembalikan kepada pihak lain tersebut.

Pengeluaran dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan
Calon oleh KPU

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan
terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan
tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya
produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan
desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang
mengatur tentang Kampanye.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran
dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Pasangan
Calon didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan
lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan
perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan
(pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai,
sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang
tahun), dan Kampanye melalui media sosial.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain Kkegiatan pertemuan terbatas,
pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat
peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar
larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya
administrasi bank.

Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait
dengan aktiva tetap.

Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.

Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan
seperti komputer, inventaris dan lain-lain.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian
peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan
lain-lain.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran
modal.

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima
kembali.

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan
kembali.




29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh
KPU.

Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per
tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan
Calon oleh KPU).

Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar
(per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per
tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal penetapan
Pasangan Calon oleh KPU.

Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, laporan ditandatangani oleh
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

*pilih salah satu




redniaq yedep slueduwrey] sejanye ynjuaq uesuap 1Sug

eAuure] uerenduad

nynqg neje uerenpduad n3nq ‘Igsue 13Nq qsueymy] edniaq yedep sAuedurey] eueq uerenaduad efuepe uenfunusw Suek nnq Jowou ueduap ISug
‘ipel1o) uerenja8uad jees eped [es3ue) ueduap IS1q

‘uejerdos ynun ou ueduap Isnqg

‘Nd3 Yoo uore) ueduesed uedejouad [esdue) uesuop redwres uetoderod apouad ueduap 1S1Q

-akuedurey eueq uextodepw Juek uofe) ueduesed BUWERU IS

“LITp uesUo[eOULW uofe) ueduesed yeduwa) uoredngey] BwWeU IS

e

—~ N0 O

uore) ueSuesed yo[o unsnsip 1t ueiodeT]

: ueSue1a)dyl
-dey3us] eweN- -dey3us] eweN-
P Py
ILVdNdg TIAVM NOTVO 1LVdNd NOIVO
201€ 010 eor [ s(3run)
juedueraay] g(dy) sey yerwnp LSENANNY Jniuag ouerenpagusd myng | ¢[ed8uel | » ON
o1 trerenyaduad ISeISers] sey] UON yeunp
€ a/s FAOorRIdd JANVAINVH

VNVA NVIVNTIONAd SV.LIALLAV dV.LAVd

(4
NOTVO NVONVSVd VINVN
L NALVINIV VINVN

1LVdNd TIMVM NVd ILvdNd NVHITINAd

TOIVd NOIVO NVONVSVd 0901
Z¥av1 TdaoN




nedng [pyem uep nedng uore) ueduesed Yoo ueduejepuelp uerode] ‘nedng [ep uep nedng ueyrured Jyniun °q
‘ueren[aguad Isyesuel], n3ng-nyng ueduap Lidurerp oAuedwrey] eueq uerenaduad uep SeIANNY Iejjed e
‘ueyequUIE)} UB3UBIRY
-ueyseafip nirod Suek ure| (ey-rey uedusp ISIP UeSULINY] WN[O] BPed
‘urel-ure| uerenaguad Lrep [eselaq uerenpguad eriqede ¢ wnjoy] Bped ISI[ 320 O
‘repow Liep [eselaq uerenjaguad efiqede g wnjox eped 381 320 "q ‘Ise1ado
uerenp8uad Lep [eselaq uerenpduad efiqede | wnjoy eped is1 32D ®
: ueduop ISIp UeIBN[AZU] ISEIYISE[Y WN[O3]
‘urel-ure] uep ‘isejrodsuen ‘Gungdued emos ‘wId)SAs punos ‘snie esel ure] erejue eAuyojuo) ‘resed edrey
ues{IesepIaq jnqosiay esel uep Suereq yerdna reqru ednl uexilfes exew ‘e uyerdnu refru yelaxip yedep ngasial esel uep Suereq exiQ "Ingasio) esel uep Juereq uenies
snyuaq welep uesifesip sniey ‘esel uep Juereq ednioq uerenpeduad edniaq jiun ‘uedrenyIp Juek esel/Suereq ednioq uerenpduad jrun uenies yerwnl ueduap 1s1uqg
‘1syresuey [eg8ue) eped eisauopu] jjueq Yedusy
siny ueSuop yerdny Suen ejew weep 93 JNQasia) Fuen BjeW ISI9AUOY JIMusq Wefep uexifes exew ‘ure] Suen eyew yedepis) enqedy ‘yerdny Suen ejewW ynjuaq urerep
uexifestp sniey Suen edniaq (Yerdny) dy ‘yerdny refiu werep 93 esel /uereq ISIOAUOY NEJE/UEP TEUN] BIBOSS UBNIBN[IIP guek uerenpeduad yerdnr refru ueduap IS
‘repowr uerenja8uad uep 1serodo ueren(aduad renyp urel-uref uerenpEduad O
‘ure[-ure[ uep surejuaaul ‘royndwoy nrades uejererad
uerequod ‘Iesed ediey uesIeseplaq JNQgosial uejererod yerdna ueduop reqrurp uep 1aqip suek uejerelad eAuwsfelueq/yejunl ueduap ISUp UBJB[BId UBILqUUad (z
-resed eSIey UBNIBSEPISQ JNGISId) UeeIepuay yeldnl ueduap re[ruip uep 12qp Suek ueerepuay eAusjedueq/yerun uedusp ISP UBBIBPUI} UBI[2qUIS] (1
[EPON uerenpdusad 'q
Jueq
isensiurupe eAerq niadss ‘ueduepun-guepuniod ueinjerad uep aAuedwey] ueduere| reS3uePw Yepn Suek ure] uelersad] uep ‘ofuedures; ueyeq uereqakuad ‘eFerod
Je[e uresop ueyenquad ‘esewr erpaw uep{l ueenquiad ‘exnuw dejyey wenwoylad ‘sejeqia) uenwolrad uejerdos urees uerenaduad Isyesuen dnyeousuwl ure]-ure] (L
[e1sos erpaw myew aAuedures]
uep ‘(unye; guen Ley ‘ueequolrad ‘yerep Iouop ‘rezeq) [eisos uejerdoy ‘(rejues epados ‘Tejues uerel yje1ad) edelr yeo uejeidoy ‘(fisnuwr 1osuox ‘eAer uoued ‘Tuss
sejuad) ueekepnqgoes uejerdoy ure] erejue dnseouswr ueSuepun-guepuniad ueinjerad uep ueyrwed 2Aueduwrey uesuere] 1esduepw epn Sued ure] ueyerddy (9
‘ofuedwey] Sueius) nyedusw Fuek NJY UBINJBIS] 1BNSIS
‘eureu njrey uep ‘Gnw ‘ropuorey ‘Bunded ‘1doy (W GXQT ueIny[n) 19ons ‘soey ednioq afuedwey] ueyeq eAeiq ure[ erejue ‘uoren ueduesed yo[o refeiqrp suek
okuedurey] ueyeq uereqakuad uep 1synpoid edeiq NNSeBULId) ‘ISESUEI UL [NGUIUaW Suek ueyerSoy dnyeouswr wnwn epedsy sAuedurey] ueyeq ueleqoiuod (S
okuedurey] Suejusy 1nyedusw Suek ueinjelad werep
pnssewnp euewredeqas ofuedwrey ederad jere uresop uejenquiad esel eAelq ure] erejue Isyesuer) dneousw okuedwrey eSerod jere uresop uejenquidd (v
*{IUOI}3[O[9 BSSBUW BIPIW UEP )20 BSSBW
eIpo]y uep! (1s3npoid efelq) ueyenquiad eAelq Ure] BIEjUE ISyesuel] dnspeousw JIUOIISS[d BSSBW BIPIW UEBP 3{E}2D BSSBUL BIPIW IP UEPRl ISYNPOId Juerenquiad (€
“esynw deje) sejans{e ueguop jres1a) uerenpduad ure[-ure] uep
ueurzuad Gswinsuoy ‘Isejrodsuer) ‘ojues sing yere ‘Adoo 030j ‘ueSuepun 3e3e0 ‘uveduent/3unpsd emos eAelq UTE] BIBIUE IS}ESUEn nndiew ‘exnw deje) uenwalidd (g
‘seyeqra) yedel seyanse ueduap Jrex19) ueren(aduad ure[-ure] UEp
ueurzirad ‘iswnsuoy| ‘Iselrodsuern) ‘Iojuey sini jee ‘4dod 030j “reguepun yeje0 ‘ueduent/Junpsd emos eAelq ISyesueI} Ule] BIEjUB nndrow sejeqre) uenuwalred (1
1seradQ uerenjedusd ‘B

Kq!
I

01

8




-deyj3ua ewreN- QGU -deySua7 ewreN-
PR PM
ILVdNd TIVM NOTVO ILVdNd NO'TVO
sNVONVAALIA . (31un) SV NON HVINACL o (dY) SV HVINAL cNVIVIN +ON

TORIVd
-©3av1 THAON

€ p/s
apordd JANVAINVI
VNVd OQ'IVS dV.LAvVd

(4
NOTVO NVONVSVd VINVN
1 NALVdNAVI VINVN

ILVdNd TIMVM NVAd ILVdNd NVHITINId

NOIVO
NVODNVSVd ODO1




nedng jepm uep nedng uore) ueduesed yo[o rueduejepueyip uerode] ‘nedng [3em uep nedng ueyiued jniun - "0l

‘ueyequrel uedueIalERy 6

‘uesseafip npred SueXk ure] rey-[ey ueduap ISIp UedueIalAy WN[OY Bped '8
‘resed ed1ey uesresepiaq 1ngasio) Suereq yerdns reqriu ednl uesifes exew ‘eAuyerdns refru inyejayip yedep

Inges1a) Juereq BXIL 'INGasIa) Juereq uenjes ynjusq werep ueyifesip sniey Suereq ednioq jun ‘Suereq ednisq jngasiay sex/opres efiqede jiun uenjes yerwnl uedusp sug L
‘1syesuen) re33ue) eped eisauopu] yueq yedua) siny ueduap yerdny Suen ejew

werep 93 JNGasIo) SUeN BjeW [SISAUOY YNjuaq werep ueifes exew ‘ure] Suen eyjew jedepis) eniqedy reuny Suen 3njuaqlaq jngasia) sesj/opres enqede yeidna refiu ueduap s 9

‘n3ng dnyny sporrad Jiys(e opres uep 2 uedwey] eueq snsnyy Sutusxoy ueenquiad [eme opres uedusap IS ‘S

JnIn ou ueduap IS b

‘Nd3 yo[0 uore) uedueseq uedejouad e33ue) ueduop redwes ueiroderad oporrad ueduap 1sug ‘¢

‘ofuedurey] eueq uesrodeow 3uek uore) ueduesed BWRU IS ‘7T

‘LITp uesuoredusw uore) ueduesed jedwa) usjedngey ewreu ueduap Isng I

uo[e) ueduesed yo[o unsnsip rur uerode]

s ueduerajoyf




PARPOL

[[ ———

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NAMA KABUPATEN
NAMA PASANGAN CALON

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
TANGGAL S/D
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan : Calon Bupati
Nama
Alamat
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Wakil Wakil Bupati

adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati

Sragen Tahun 2015 periode tanggal sampai

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon.

Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____ Tahun
______dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan
telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI ) berdasarkan bukti-
bukti dan atau fakta yang sebenarnya.

Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran
dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang
melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.

Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah
disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk
mempertanggungjawabkannya.




Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI

ttd. ttd.
-Nama Lengkap-

-Nama Lengkap-

Keterangan:
Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon




-dex3ua] ewrey-
P

[odreq uedunqen/jodieq ereyepuag

-dex8uo] ewrep-
‘p1 [odieq uedunqen /jodreqd eniay

L
yng

€1
ueduedloy .

BWILIdUdJ
Surusyoy IowoN

Ewauaﬁ?muom
Buruayoy IowroN

ueduequing [esy

,sESer

awwﬁﬁwm

o FEURL

o PN

, (a1

o ueduequng ynjuag

i ueduequng yepunpe

o_uwunu.ﬁ

‘ON

T0ddVd
-SMAav1 TddoOn

v

p/s res3ue) aporrag
NOTIVO NVONVSVd Vavdas

€
JANVAINVY VNVA NVONVEINNS NVVINRIINId NVIOdVI

z

NILVINIVI VINVN
NILVANIV HVIAVA NVNIJINId NVAIA

h NVONNEVH/TORIVd ODO0T q

TOAVd NVONNEIVD /AILITOd IVLAVd




uore) ueSueseq deo uep uore) ueSueseq SunsnSuad ynIod reired uefunqen yo[o IueSuerepuBp YN0 relred ueSunqen ymun I
afuedwey eueq ueSuequins jrexrs) ueduelanay ueduep 1sug €T
(Ip ‘Suereq ejou ‘lgsuen; nynq) aAuedurey eueq ueduequins 03nq ueduap 1s1q  ZT
(reuny ueSuequms)efueduwrey] eueq ueSuequns ewreuad Surussal Iowou ueduop 1suq TT
(reuny ueduequmns) Suequniuad Furuaalr Jowou uedusp UG 0T
akueduwrey eueq ueSuequns uaqued /o uedwey eueq ueduequmns [ese uedusp ISIA 6
esefl ednioq ofuedwrey eueq ueSuequins ynjuaq uedusp suUq 2
Suereq ednioq ofuedwrey eueq ueSuequns ynjuaq uesuap ISUq 9
reun; Suen ednieq aAuedwrey eueq uefuequns }njueq uedusp IsuQ ©
ewria)p Suek ofuedwrey eueq ueSuequns jynjueg uesusp ISuUQ 8
Suereg ymueq wrerep oAuedwey eueq uefuequng yeunpe ueduap SIHQ q
esed eSiey ueSuop rensas yerdna wrerep oy 1SISAUONIP yerey Sued esel/Suereq snjueq welep ueSuequns ynsewws)) yerdni/Suen ynjueq weep afuedurey eueq ueuequing yejwnp ueduop 1sug ©
ewio)p Sued ofuedwrey eueq ueSuequns yepwnl uesuap 1suq
‘afuedwey] eueq ueSuequins ueuaquad [e33uey uedusp 1sUQ
‘jnan Jowou ueguap Isuq
‘(Ad yoro uore) ueSueseq uedejouad [eSSue) ueSusp redwres spouad) afuedwey] eueq ueuequns aporrad uedap 1suQq
‘s[04 reyreqd uesunqen neye ynIod reired Sunsnip Suek uore) ueSuesed eweu uegusap Isng

N M < NN O I~

gunsSuerreq ueyqueg jedwa) usjednqey] eweu ueduap Isuq
‘uorey ueSueseq SunsnSuad 3niod rexreqd uedungen neye YNIod reded eweu uefusp sUQ 1
sNn1od rewred ueSunqen neje Yniod reired Yo unsnsip i uelode]

: ueduelaldy




.............................. 3 VﬂOQEO#UVm Q—Ur—.\ .Oz

€

uxo&EEuxumEm:\
qet

............................ vaQEn:OV— BUWEN e
egl
., lodwolay ureT eyl uesuequing| -y
A
Buequniudad dMJN "ON
T1
savesressassserssTs w:&nsaav& wmﬁacovu OZ
Pzl
..................... e wﬂanaacvm QAU'H\ .OZ
Tl
................. $ mgnsaﬂhum HQE.WE
qz1
......................... wﬁanaaﬂkvm wﬂhaz .m
ezl
ueguel109s19d ure] yeyld ueduequng| ‘¢
(44
S
L OTod Teed BWEN q
SOTod Teed BWeN e
ell
SATod TelTed Uesunqen neje/uep J0od BHed| ¢
11
nedng [plem [Pem UOED BUEN  q
edng uofe) eweN e
®O1
uofe) uesuesed| -1
o1
o (In3uag) o, (4A) a0 (31UN) v (") (-dx)
-d
NVONVIALTA s (43) , VSVr » DNVAVE < DNVA FANVAAVH VNVA ON
HVINAC NVONVINAS TVSV
FANVAINVH VNVA NVONVEIAS MNLNAE
y PI/S Faordad
. NOTVO NVONVSVd FANVAVH VNVA NVONVEWAS NVVINIRIANAd AVLIVA
i NALVINEV VINVN
NALVdNEVY HVNAVA NVNIJWId NVMAd
. 7104uvd NVONNEVD/MILITOd IVINVd

TOJAVd-SIAVT THAON
ATIINNRIOI NVAIJINVT

m Toduvd
| NVONDEVD/IOJuV4 0DOT




-dex3uo eureN-
g
[odieq uedunqen/jodreq ereyepuag

exew ‘ure] 3uen ejew jedepid) enqedy ‘yerdny Suen ejew ynjuaq urerep Suen ednioq Suek afuedurey eueq ueSuequns ueewlauad [e)o) ue3uap 1SN
“(Nd3 ysro uore) ueduesed uedejouad reS8ue; ueduop redures sporrad) skuedwey] eueq ueSuequing ueewauad uerode] aporurad uessinIg

:uore) ueduesed 1peqrid ueedexsy elrey Lep [eselaq eAueuep laquins Sued uore) ueduesed Lrep [BSEISQ uek ugBWLIdUY{ ‘O]

esel uep Suereq wojoy eped jrun yerun( uerur niadss ‘uesser2(ip nprad uek urel ey-rey uedusp 1sUA ‘6

(L + ®9 + ¢ wojoy eped sitreq den ueyerwn(uad [isey uesjedniow) yeidny reqiu uedusp a4uedwrey] eue uefuequns ueewrnduad yerwnl ueduap 1sug  'g

“ewn1a)1p Sues esel edniaq ueSuequns }njuaq uedusp 1suq ‘q ‘resed edrey

uesreseptaq yerdny reqru urerep 9y esel 1s1oauoy nisey uesedniow Sued yerdny reqru uegusp sAuedurey] eueq ueSuequns ueewnauad yepunl ueduap sug e

: esel yymuaqiaq Sued sfuedurey] eueq ueduequIng UBBWLIdUS]
“ewn1a)1p Suek Suereq ednisq ueSuequns jrun uenjes yerwnl ueduap 1suq ‘q "resed edrey

uexIesEpIaq yeidny repiu urerep 93 Suereq 1s1aauoy nisey uesedniow Sued yerdny reqiu uedusp sfuedurey] eueq ueSuequns ueewtauad yepunl ueduap suq e

: Suereq ynuaqraq Sueh sAuedurey eueg uedueqUING UBBWLIAUS{ Q

‘1syesuen) re88ue) eped ersauopuj jjueg yeduay siny ueSusp yerdny Suen ejew Weep 93 JNQasio) Suen Bjew ISISAUOY }Njuaq urerep uexifesip

yniod rexred ueungen neje yniod reyred Sunsnip Suek uore) ueSuesed eureu ueduap SN

o < B

Suns8ueriaq ueyiuad jedwo) uajednqey] eureu ueduap IS
uore) ueduesed Sunsndusd qnIod rexred uesungen neje }niod rejred eureu ueguap isuq [

q13rod reyred uedungen neje Yjod reyed yo[o unsnsip rur uerode]
: weSuerajoy

-dex3uo] eureN-
PR
jodreg ue3unqen/jodred enjoy|

, TVLOL

s g TVLOL TVioL

Isp q

| ©ISeMS Wony ueped dMdN N

44

............ : ejsemg winyny uepeg SeINUIP] ‘ON
PhI

.............. . e)SEMS WNNNY Uepegq Q—O.ﬁ “ON
1

......... . ; BlSemS wniny uepeq jewery

.............. “ duwmamsﬁxﬂﬂgﬂﬁmdgz .N
epl

eIsemg wnyny uepeq ureq yeylyd ueduequng| ‘g
b1

sp q

sjodworay uweurdutd MmN ‘ON
el

......... : sodwoay ueurduwid seinuap] ‘oON
]




njes yeres yiid,

uore) ueSueseq deo uep uore) ueSuesed Sunsnuad qniod rejred uesunqeon Yoo ruesueiepuelip YnIod reyed uesungen jnun
uore) ueSuesed ewa)p Suek sfuedwey] eueq ueSuequins ueewrrauad UBYNIN[ESY [B103 UBSUIP IS

eIsems wnyny uepeq efed qifep oo JowoN uedusp Isng -2

‘e)sems wnyny uepeq uelnpuad apye edniaq jedep Suequnfuad seinuapr Jowou ueduap Is1| p

(jmre) 1Bungnyrp jedep Suek eysems winyny uepeq ueurdwid uodafs) oN ueduap s "2

Suequinfuad jeurere ueduap suJ ‘q

Suequniuad ejsems wnny uepeq euwreu uedusap Isid ‘e

‘e)sems wnyny uepeq Suequiniuad SBINUSPI [ENSIS BISEMS WNNY Uepeq ueduequins Lrep [eselaq Sued ueduequins uesuap I1suq
sjodworey urdwirwad sefeqd qifep oxod JowoN ueduap su( 9

sjodworey urdwrad senuapt oN ueSusp I1S1( P

(;m3re) Bungnyip yedep Sued Suequniuad sodworay diey oN uedu9ap 1SN D

guequnfuad sjodworey yeurere ueduap 1s1 ‘q

Suequnfuad sjodworay eureu uedusp ISUJE

“sjodwoey Suequniuad senuapt rensas yodwoay urel eyrd ueSuequins Lep [eseroq Suek afuedurey] eueq ueduequns yerwnl uesuap 1snQq
Suequinfuad sefed qifep 30304 JowoN ueduap Isu( 9

guequniuad senuopr oN ueduap Isuq ‘p

(more) 1Bungnyrp jedep Suek Suequnfuad djay oN uedusp 1suq 2

Suequinfuad jeurere ueduap 1S ‘q

Suequnfiuad eureu ueduap S1Q ‘B

‘uegueroasiad uref yeyld ueduequns wrep resetaq Suek afuedurey] eueq ueduequins yerwnl uedusp 1suq
eAuueewniouad re[iu BLI9S3q MNI0d reled eureu ueduap 1sug ‘q
eAuueewnzouad Te[Iu BLI9S3q MNI[0d relred eureu ueduap 1siug B

uore) ueduesed ueymsndusw Fuek yNIoJ reired uesungen neje NNIo4 relred ueSuenoy Lep [eselaq eAueuep Joquins Suek niod reireq uefunqen nele NIod reired Lrep [eseldq Sued Ueeewaudd

eAuuerwauad reqiu elasaq nedng [p{ep uore) eureu ueduap 1sudg ‘q
eAuueewouad reqiu eyresiaq nedng uore) eweu ueduap IS ‘e

91
ST

b1

€l

cl

Tt




LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NOMOR :
Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Tempat/tanggal lahir
Umur
Alamat

Nomor telepon/telepon
genggam aktif

Nomor Identitas
Nomor NPWP
Pekerjaan

Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

. sumbangan bersifat tidak mengikat.

A WN =

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-




LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NOMOR :

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Kelompok

Alamat Kelompok

Nomor Identitas pimpinan
kelompok

Nomor Telepon /Telepon
Genggam (aktif)

Nomor NPWP

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-




LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NOMOR :

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta
Alamat badan hukum
swasta

Nomor Akte pendirian

Nomor NPWP badan hukum
swasta

Nama Direksi

Alamat Direksi

Nomor Telepon /Telepon

Genggam Aktif

Nama Pemegang Saham
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham
Mayoritas

Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-




MODEL LADK1-

PERSEORANGAN
LOGO PASANGAN
CALON
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NAMA KABUPATEN 1
NAMA PASANGAN CALON 2
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode s/d 3
Tanggal Pembukaan Rekening : 4
Nama Bank ¢ 5
Nomor Rekening : 6
Nomor Uraian Rp | Unit Keterangan
A. Penerimaan 7

1. Pasangan Calon®

2. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan®

3. Sumbangan Pihak Lain Kelompok!©

4. Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta!!

S. Lain-Lain Komitmen!?

B. Pengeluaran........... 13
L. Pengeluaran Operasi

a. Pertemuan terbatas!4

b. Pertemuan tatap mukal®

c. Pembuatan iklan di media massa cetak dan
media massa elektronik!6

d. Pembuatan desain alat peraga kampanye!?

e. Penyebaran bahan kampanye kepada
umum!8

f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye dan peraturan perundang
undangan!?

g. Lain-lain20

2. Pengeluaran Modal?!

a. Pembelian Kendaraan??2

b. Pembelian Peralatan?3

c. Lain-lain24

3. Pengeluaran Lain-Lain?®

a. Pemberian Piutang?26

b. Pembayaran Utang??




Nomor Uraian Rp | Unit Keterangan

SALDO PER 28

Kas di Rekening Khusus??

Kas di 30

Barang3!

Tagihan kepada 32

Utang33

CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI
ttd. ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1.
2%
3.

o o

10.

11.

12.

13.

14.

Diisi nama Kabupaten tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.

Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

Diisi dengan Periode Pelaporan sampai dengan penetapan Pasangan Calon oleh
KPU.

Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di
bank.

Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye
Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
Penerimaan dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan
Calon oleh KPU.

Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Bupatidan Wakil Bupati.
Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk
pembiayaan kegiatan Kampanye Pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai
sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah,
kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll.

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain badan hukum swasta.

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan
dikembalikan kepada pihak lain tersebut.

Pengeluaran dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan
Calon oleh KPU

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan
terbatas meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.




15.

16.

| 4748

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan
tatap muka dan dialog. meliputi transaksi antara lain biaya sewa
gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi,
konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas
pertemuan tatap muka.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya
produksi) iklan media massa cetak dan/atau media massa elektronik.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan
desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang
mengatur tentang Kampanye.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran
dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan
calon didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan
lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan antara lain seperti
rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya,
konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan
sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye
melalui media sosial.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas,
pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat
peraga, penyebaran bahan Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar
larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan, seperti
biaya administrasi bank.

Pengeluaran modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait
dengan aktiva tetap.

Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.

Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan
seperti komputer, inventaris dan lain-lain.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian
peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan
lain-lain.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran
modal.

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima
kembali.

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan
kembali.

Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh
KPU.

Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per
tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan
Calon oleh KPU).

Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar
(per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per
tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal penetapan
Pasangan Calon oleh KPU.




34. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, laporan ditandatangani oleh
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
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MODEL LADK4-
PERSEORANGAN

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NAMA KABUPATEN
NAMA PASANGAN CALON

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
TANGGAL S/D

Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama

Alamat

Nomor Identitas

Jabatan : Calon Bupati
2. Nama

Alamat

Nomor Identitas

Jabatan : Calon Wakil Wakil Bupati

adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati
Sragen periode tanggal sampai

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon

2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang
ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor _ Tahun __ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode
pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI )
berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.

4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh
pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan




yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan
yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk
mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI

ttd. ttd.

-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-

Keterangan:
Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon
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LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NOMOR :
Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Tempat/tanggal lahir
Umur
Alamat

Nomor telepon/telepon
genggam aktif

Nomor Identitas
Nomor NPWP
Pekerjaan

Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-




LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NOMOR :
Padahari__ tanggal _ yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Kelompok
Alamat Kelompok
Nomor Identitas pimpinan
kelompok

Nomor telepon/telepon
Genggam (aktif)

Nomor NPWP

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-




LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon

SURATPERNYATAANPENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NOMOR:
Pada hari tanggal yang bertanda taflgan di bawah ini:
Nama badan hukum swasta
Alamat badan hukum
swasta

Nomor Akte pendirian

Nomor NPWP badan hukum
swasta

Nama Direksi

Alamat Direksi

Nomor telepon telepon

genggam aktif

Nama Pemegang Saham
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham
Mayoritas

Jumlah Sumbangan
Asal Peroiehan Dana
Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak daJam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak daJam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Dernikian surat pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang
-Nama Lengkap-

Ditetapkan di Sragen
Pada tanggal -2,?. Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

Ttd

NGATMIN ABBAS.
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT K OMISI PEMILIHAN UMUM
/7~ O KABUPATEN SRAGEN
/(5] _Kepalaoy®




SALINAN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : 757/ Kpts/KPU.Kab.-012.329486.
TENTANG

PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SRAGEN TAHUN 2015

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATISRAGEN TAHUN 2015

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK

i Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
LPSDK1 - PARPOL Kepada Pasangan Calon;

2 Lampiran Formulir : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
Model LPSDK1- PARPOL

3 Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan
LPSDK2-PARPOL Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

4. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan,;

5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;

6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Formulir Model . Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
LPSDK1-Perseorangan Kampanye;

2, Formulir Model :  Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan
LPSDK2-Perseorangan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye,

3. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;

4. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
S. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.
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MODEL LPSDK2-
PARPOL

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NAMA KABUPATEN
NAMA PASANGAN CALON
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
TANGGAL ____ S/D

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan : Calon Bupati

2. Nama
Alamat
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Wakil Bupati

3. Nama
Alamat
Nomor Identitas :
Jabatan : Ketua Partai Politik/Gabungan Partai Politik

4. Nama
Alamat
Nomor Identitas :
Jabatan : Bendahara Partai Politik/ Gabungan Partai Politik

adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Ketua Partai
Politik/Gabungan Partai Politik dan Bendahara Partai Politik/Gabungan Partai
Politik

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Bupati dan
Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 periode tanggal sampai

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :




Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon

. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang
ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor __ Tahun ___ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

3. Bahwa seluruh Penerimaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah
disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI __ ) berdasarkan bukti-
bukti dan atau fakta yang sebenarnya.

4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh
pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan
yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan

yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk

mempertanggungjawabkannya.

N =

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON CALON
BUPATI WAKIL BUPATI
ttd. ttd.
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-

KETUA PARPOL/GABUNGAN PARPOL BENDAHARA PARPOL/GABUNGAN PARPOL

ttd. ttd.

-Nama Lengkap- N -Nama Lengkap-

Keterangan:
Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon dan Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik




LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NOMOR :
Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Tempat/tanggal lahir
Umur
Alamat

Nomor telepon/telepon
genggam aktif

Nomor Identitas
Nomor NPWP
Pekerjaan

Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-




LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABPATEN SRAGEN TAHUN 2015

NOMOR :

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok

Alamat Kelompok

Nomor Identitas pimpinan
kelompok

Nomor telepon/telepon
genggam (aktif)

Nomor NPWP

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-




LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2015

NOMOR :

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta
Alamat badan hukum
swasta

Nomor Akte pendirian

Nomor NPWP badan hukum
swasta

Nama Direksi

Alamat Direksi

Nomor telepon/telepon
genggam aktif

Nama Pemegang Saham
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham
Mayoritas

Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-
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MODEL LPSDK2-

PERSEORANGAN
LOGO PASANGAN
CALON
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NAMA KABUPATEN
NAMA PASANGAN CALON
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
TANGGAL S/D
Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan : Calon Bupati
2. Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan : Calon Wakil Bupati

adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Bupati dan
Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 periode tanggal sampai

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon

2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang
ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2015 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

3. Bahwa seluruh Penerimaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah
disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI ____ ) berdasarkan bukti-
bukti dan atau fakta yang sebenarnya.

4, Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh
pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai




peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan
yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan
yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk
mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI

Ttd ttd

-Nama Lengkap-

-Nama Lengkap-

Keterangan:
Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon




LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NOMOR :
Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Tempat/tanggal lahir
Umur
Alamat

Nomor telepon/telepon
genggam aktif

Nomor Identitas
Nomor NPWP
Pekerjaan

Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-




LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NOMOR :

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok

Alamat Kelompok

Nomor Identitas pimpinan
kelompok

Nomor telepon/telepon
genggam (aktif)

Nomor NPWP

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana
Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-




LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon....................oooiiiiii.
SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA

DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NOMOR:
Pada band ..cconviiiiinnien. tanggal ................... yang benanda téngan di bawah ini :
Nama badan hukum swasta
Alamat badan hukum

swasta

Nomor Akte pendirian

Nomor NPWP badan hukum
swasta

Nama Direksi

Alamat Direksi

Nomor telepon/telepon

genggam aktif

Nama Pemegang Saham
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham
Mayoritas

JumJah Sumbangan
Asal Perolchan Dana
Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

I. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Dernikian surat pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan scbagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang
-Nama Lengkap-

Ditetapkan di Sragen
Pada tanggal .Z} Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

Ttd

NGATMIN ABBAS.

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT-KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABURATEN SRAGEN
_Kepafa Sub Bagian Huk

~_~SUGIYANTO




SALINAN
LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABPATEN SRAGEN

NOMOR v 5/Kpts/KPU.Kab-012.329486 /2015
TENTANG

PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SRAGEN TAHUN 2015.

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2015

UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK

Formulir Model LPPDK1-
PARPOL

Formulir Model LPPDK2-
PARPOL

Formulir Model LPPDK3-
PARPOL

Formulir Model LPPDK4-
PARPOL

Formulir Model LPPDKS5-
PARPOL

Lampiran Formulir Model
LPPDK5-PARPOL

Asersi atas Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Kampanye;

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye;

Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;

Daftar Saldo Dana Kampanye;

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye Kepada Pasangan Calon

Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye;

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1.

Formulir Model LPPDK1-
Perseorangan
Formulir Model LPPDK2-
Perseorangan
Formulir Model LPPDK3-
Perseorangan
Formulir Model LPPDK4-
Perseorangan
Formulir Model LPPDKS5-
Perseorangan

Asersi atas Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Kampanye;

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye;

Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye,

Daftar Saldo Dana Kampanye,;

Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye;

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.




Model LPPDK1-
PARPOL

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN
CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

. Nama
Alamat
Alamat domisili
Jabatan

: Calon Bupati

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2015

adalah Calon Bupati, dan

2.

Nama

Alamat
Alamat domisili
Jabatan

: Calon Wakil Wakil Bupati

adalah Calon Wakil Bupati,

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota, sebagai berikut:

PERATURAN b
NO. HAL UNSUR KEPATUHAN TE - TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
A. UMUM
1. | Cakupan Kami melaporkan LPPDK (paling|l. Undang-Undang
Laporan lambat 1 (satu) hari sejak| Nomor 1 Tahun
berakhirnya masa kampanye paling| 2015 tentang
lambat pukul 18.00 waktu setempat)| Penetapan Peraturan
kepada KPU KPU Kabupaten Sragen| Pemerintah
untuk Pemilihan Bupati dan Wakil| Pengganti Undang-

Bupati Sragen Tahun 2015 LPPDK
dilengkapi dengan :

a. Formulir Model LPPDK1-PARPOL;
b. Formulir Model LPPDK2-PARPOL;

Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota
menjadi Undang-

Undang




PATUH/
NO. UNSUR KEPATUHAN P}::I‘I;ATU - TIDAK
PATUH
1 3 e 5
c. Formulir Model LPPDK3- sebagaimana telah
PARPOL; diubah dengan
d. Formulir Model LPPDK4- Undang-Undang
PARPOL; Nomor 8 Tahun
e. Formulir Model LPPDKS5- 2015
¢ PARP(_)L; ) . Peraturan KPU
. Lampiran formulir Model Noiior B  Toluad

LPPDKS5-PARPOL;

g. Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
perseorangan;

h. Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
kelompok;

i. Surat pernyataan

penyumbang pihak lain badan

hukum swasta;

j. Copy bukti Tagihan/Utang;

k. Bukti-bukti Transaksi

Penerimaan dan Transaksi

Pengeluaran; dan

1. Pembukuan Dana Kampanye

Pihak Lain.

Dilampiri dengan :
a. LADK Pasangan Calon
dilengkapi dengan :
1) Formulir Model LADK1-
PARPOL;
2) Formulir Model LADK2-
PARPOL;
3) Formulir Model LADK3-
PARPOL;
4) Formulir Model LADK4-
PARPOL;
5) Formulir Model LADKS-
PARPOL; dan
6) Lampiran formulir Model
LADKS-PARPOL.

yang

b. Laporan Penerimaan Sumbangan

Dana Kampanye yang dilengkapi

dengan :

1) Formulir
PARPOL;

2) Lampiran

Model LPSDKI1-

formulir Model

2015 tentang Dana
Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil
Walikota




NO.

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN
TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

3

4

LPSDK1-PARPOL; dan
3) Formulir Model LPSDK2-

PARPOL.

Periode
Pencatatan
dan
Pelaporan

Kami melakukan pencatatan
penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye sejak  Kami
ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati dan
ditutup pada saat masa Kampanye

berakhir.

dimulai

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PEMILU

RKDKP

Kami menempatkan Dana Kampanye
berupa uang, pada Rekening Khusus
Dana Kampanye yang dibuka oleh
Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik yang mengusulkan Kami atas
nama Kami pada Bank

Batasan
Maksimum
Sumbangan

Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik yang mengusulkan Kami
mematuhi jumlah penerimaan
sumbangan (mencakup uang,
barang, dan/atau jasa  yang
dikonversikan dengan nilai uang,
termasuk  hutang dan  diskon
pembelian barang atau jasa yang
melebihi batas kewajaran transaksi
jual beli secara umum) yang
dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan
LPPDK tidak melebihi jumlah di
bawah ini;

a)Rp. 50 Juta untuk penyumbang
perseorangan

b) Rp. 500 Juta untuk penyumbang
kelompok dan/atau badan hukum
swasta.

Batasan
Pengeluaran
Dana
Kampanye

Kami mematuhi pembatasan
pengeluaran Kampanye

berdasarkan Keputusan KPU

Dana




NO.

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN
TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

3

4

Kabupaten untuk Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Sragen Tahun
2015.

Ketepatan
Waktu
Pelaporan
LADK ke
KPU

Kami mematuhi penyerahan LADK
sesuai dengan waktu yang telah
ditetapkan yaitu 1 (satu) hari
sebelum masa Kampanye paling
lambat pukul 18.00 waktu setempat.

Ketepatan
Waktu
Pelaporan
LPSDK ke
KPU

Kami mematuhi penyerahan LPSDK
sesuai dengan jadwal sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan KPU
tentang tahapan, program dan
jadwal disampaikan KPU Kabupaten
Sragen paling lambat pukul 18.00
waktu setempat.

Ketepatan
Waktu setor
ke kas

negara

Apabila terdapat Partai Politik atau
Gabungan  Partai  Politik yang
mengusulkan Kami menerima
sumbangan yang dilarang maka
Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik mematuhi ketentuan sebagai
berikut:

a) Dilarang menggunakan
sumbangan tersebut;

b) Menyetorkan sumbangan yang
dilarang ke kas Negara; * dan

c) Melaporkan sumbangan yang
dilarang.

* Apabila terdapat hal tersebut di
atas Kami menyerahkan bukti
lapor kepada KPU Kabupaten
untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Sragen Tahun 2015 dan
bukti Surat Setoran Penentuan
Peneriman Negara Bukan Pajak
(’SSPNBP”).

LADK DAN LPSDK

Periode

Kami mematuhi lingkup waktu




NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN
TERKAIT

PATUH/
TIDAK
PATUH

2

3

Laporan
Penerimaan
dan
Pengeluaran

pencatatan penerimaan dan
Pengeluaran LADK yaitu lingkup
waktu pencatatan penerimaan dan
Pengeluaran LADK yang dilaporkan,
pembukuannya ditutup pada saat
Kami ditetapkan sebagai Peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Sragen Tahun 2015.

Kami mematuhi lingkup waktu
pencatatan penerimaan LPSDK yaitu
lingkup waktu pencatatan
penerimaan yang dilaporkan,
pembukuannya dimulai 1 (satu) hari
setelah Kami ditetapkan sebagai
Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Sragen Tahun 2015 ditutup
1 (satu) hari

penerimaan

sebelum laporan
sumbangan
disampaikan kepada KPU

Kabupaten Sragen.

Pembukaan
RKDKP

Nama Bank

Nama
Pemilik
RKDKP

Kami membuka Rekening Khusus
Dana Kampanye:

a) Pada bank umum yang
mempunyai perwakilan di
kabupaten di seluruh

wilayah Indonesia

b) Atas nama Kami, dan spesimen
tangan dilakukan
bersama oleh Kami dan Partai
Politik atau Gabungan Partai
Politik yang mengusulkan Kami:

tanda

Catatan:
1) Rekening Khusus Dana
Kampanye terpisah dari

rekening pribadi Kami;

2) Pengelola Rekening Khusus
Dana Kampanye adalah Kami




PATUH/
NO. HAL UNSUR KEPATUHAN Pl::rl;AT - TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
dan Partai Politik  atau
Gabungan Partai Politik yang
mengusulkan Kami.
9. | Cakupan Kami menyusun LADK yang memuat
LADK informasi:
a) Rekening Khusus Dana
Kampanye;
b) Saldo awal atau saldo
pembukaan; dan
¢) Sumbangan Dana Kampanye
10. | Cakupan Kami menyusun LPSDK yang
LPSDK memuat informasi pembukuan yang
memuat seluruh penerimaan yang
diterima Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik  yang
mengusulkan Kami.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI
ttd. ttd.

-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-

Keterangan:
* Pilih salah satu.




MODEL LPPDK2-PARPOL

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NAMA KABUPATEN 1
NAMA PASANGAN CALON 2

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode dari tanggal s/d tanggal 3

Nomor Rekening Khusus : 4

Nomor Uraian Rp Unit Keterangan

A. SALDO PERS

Kas di Rekening Khusus®

Kas di 7

Barang?®

Tagihan kepada 9

Utang1©

B. Penerimaan !!

[y

Pasangan Calon!?

N

Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik
(Total Penerimaan) 13

Sumbangan Pihak Lain Perseorangan!4

Sumbangan Pihak Lain Kelompok!5

Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta!6

O ol ]

Lain-Lain Komitmen!?

C. Pengeluaran!®

1. Pengeluaran Operasi

a. Pertemuan terbatas!?

b. Pertemuan tatap muka?20

c. Pembuatan iklan di media massa cetak dan
media massa elektronik?!

d. Penyebaran bahan kampanye kepada
umum??

e. Pembuatan desain alat peraga Kampanye?23

f. Rapat umum?2*

g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye dan peraturan perundang
undangan?>

h. Lain-lain?6

2. Pengeluaran Modal??

a. Pembelian Kendaraan?28

b. Pembelian Peralatan?®

c. Lain-lain30

3. Pengeluaran Lain-Lain3!

a. Pemberian Piutang3?

b. Pembayaran Utang33

D. SALDO PER 34

Kas di Rekening Khusus3>

Kas di 36




Nomor Uraian Rp | Unit Keterangan
Barang37
Tagihan kepada 38
Utang3?
CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI
ttd ttd

-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-

\\_/

¥/

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1.
2.
3.

10.
11:

12.

13.

14.

15.

Diisi nama Kabupaten tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

Diisi dengan Periode Pelaporan yaitu sejak penetapan pasangan calon oleh KPU
sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.

Diisi dengan nomor rekening khusus Dana Kampanye pasangan calon.
Diisi saldo per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.,

Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada Rekening Khusus Dana
Kampanye per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan
Calon oleh KPU).

Diisi dengan jumlah dan nilai rupiah barang yang ada berdasarkan harga
pasar (jumlah barang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang ada pada pihak lain per tanggal
penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

Diisi dengan jumlah hutang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

Penerimaan dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan
oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
(periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon (periode sejak Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk
pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai
sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah,
kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan, dll.




16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain badan hukum swasta.

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan
dikembalikan kepada pihak lain tersebut (periode sejak Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

Pengeluaran dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan
oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan
terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak
Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan
tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka (periode sejak
Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk membuat
(biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik
mencakup transaksi antara lain biaya iklan radio, iklan media cetak, iklan
televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik (periode
sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran
dan Pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan
calon didasarkan pada peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye
(periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa untuk
membuat desain alat peraga Kampanye.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum
meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan,
foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain
pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan
Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan
lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan
perundang-undangan mencakup antara lain seperti rapat umum yang dibatasi,
kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah
raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah,
perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial (periode
sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran pertemuan terbatas,
pertemuan tatap muka, pembuatan iklam media massa, pembuatan desain
alat peraga Kampanye, penyebaran bahan Kampanye, rapat umum, dan
kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye, seperti biaya
administrasi bank.

Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait
dengan Aktiva tetap (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan
ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).




28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.

36.

37.

38.

39.

40.

Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar (periode sejak Pasangan
Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan
seperti komputer, inventaris dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian
peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan
lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran
modal (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima
kembali.

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan
kembali.

Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya masa Kampanye.

Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per
tanggal berakhirnya masa Kampanye.

Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya masa
Kampanye).

Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar
(per tanggal berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per
tanggal berakhirnya masa Kampanye.

Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya
masa Kampanye.

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, laporan ditandatangani oleh
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
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LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NOMOR :
Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Tempat/tanggal lahir
Umur
Alamat

Nomor telepon/telepon
genggam aktif

Nomor Identitas
Nomor NPWP
Pekerjaan

Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

. sumbangan bersifat tidak mengikat.

ADWN —~

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-




LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NOMOR :

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok

Alamat Kelompok

Nomor Identitas pimpinan
kelompok

Nomor telepon/telepon
genggam (aktif)

Nomor NPWP

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana
Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-




LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NOMOR :

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta
Alamat badan hukum
swasta

Nomor Akte pendirian

Nomor NPWP badan hukum
swasta

Nama Direksi
Alamat Direksi
Nomor telepon/telepon

genggam aktif

Nama Pemegang Saham
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham
Mayoritas

Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-




Model LPPDK1-
PERSEORANGAN

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON PERSEORAGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2015

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

. Nama
Alamat
Alamat domisili
Jabatan

. Nama
Alamat
Alamat domisili
Jabatan

: Calon Bupati

adalah Calon Bupati, dan

: Calon Wakil Bupati

adalah Calon Wakil Bupati,

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota, sebagai berikut:

NO HAL UNSUR KEPATUHAN FEEALY AT TV
' TERKAIT PATUH
1 2 3 4 5
A. UMUM
1. | Cakupan Kami melaporkan LPPDK (paling 1) Undang-Undang
Laporan lambat 1 (satu) hari sejak| Nomor 1 Tahun
berakhirnya masa kampanye| 2015 tentang
paling lambat pukul 18.00 waktu, Penetapan
setempat) kepada KPU| Peraturan
Kabupaten untuk Pemilihan| Pemerintah

Bupati dan Wakil Bupati Sragen
Tahun 2015 LPPDK dilengkapi
dengan :

a. Formulir Model LPPDK1-

PERSEORANGAN;

Pengganti Undang-
Undang Nomor 1

Tahun 2014
tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati
dan Walikota

menjadi  Undang-




NO.

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN
TERKAIT

PATUH/TIDAK
PATUH

3

4

5

b. Formulir Model LPPDK2-
PERSEORANGAN;

c. Formulir Model
PERSEORANGAN;

d. Formulir Model
PERSEORANGAN;

e. Formulir Model
PERSEORANGAN;

f. Surat pernyataan penyumbang
pihak lain perseorangan,;

g. Surat pernyataan penyumbang
pihak lain kelompok;

h. Surat pernyataan penyumbang
pihak badan hukum
swasta;

i. Copy bukti Tagihan/Utang;

j. Bukti-bukti Transaksi
Penerimaan dan Transaksi
Pengeluaran; dan

k. Pembukuan Dana Kampanye
Pihak Lain.

LPPDK3-
LPPDK4-

LPPDKS-

lain

Dilampiri dengan :
a. LADK yang dilengkapi dengan :
1) Formulir Model LADKI-
PERSEORANGAN;
2) Formulir Model
PERSEORANGAN;
3) Formulir Model
PERSEORANGAN;
4) Formulir Model
PERSEORANGAN;
5) Formulir Model LADKS-
PERSEORANGAN; dan
b. Laporan Penerimaan
Sumbangan Dana Kampanye
yang dilengkapi dengan :
1) Formulir Model LPSDKI-
PERSEORANGAN;dan
2) Formulir Model LPSDK2-
PERSEORANGAN.

LADK?2-

LADKS3-

LADK4-

2) Peraturan

Undang
sebagaimana telah
diubah
Undang-Undang

8 Tahun

dengan

Nomor
2015

KPU
Nomor 8 Tahun

2015 tentang Dana
Kampanye Peserta
Pemilihan
Gubernur
Wakil

dan
Gubernur,
Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil
Walikota

Periode
Pencatatan
Dan
Pelaporan

Kami  melakukan  pencatatan
Penerimaan dan  Pengeluaran
Dana Kampanye dimulai sejak
Kami ditetapkan sebagai Peserta
Pemilihan




NO.

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN
TERKAIT

PATUH/TIDAK
PATUH

3

5

Bupati dan Wakil Bupati Sragen
Tahun 2015 dan ditutup pada
saat masa Kampanye berakhir.

PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PEMILU

RKDKP

Kami menempatkan Dana
Kampanye berupa uang, pada
Rekening Khusus Dana
Kampanye yang dibuka oleh Kami
atas nama Kami pada Bank

Batasan
Maksimum
Sumbangan

Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik yang mengusulkan
Kami mematuhi jumlah
penerimaan sumbangan
(mencakup uang, barang,
dan/atau jasa yang dikonversikan
dengan nilai uang, termasuk
hutang dan diskon pembelian
barang atau jasa yang melebihi
batas kewajaran transaksi jual
beli secara umum) yang
dilaporkan dalam LADK, LPSDK
dan LPPDK tidak melebihi jumlah
di bawah ini;

a) Rp. 50 Juta untuk penyumbang
perseorangan

b) Rp. 500 Juta untuk
penyumbang kelompok
dan/atau badan hukum
swasta.

Batasan
Pengeluaran
Dana
Kampanye

Kami mematuhi  pembatasan
pengeluaran Dana  Kampanye
berdasarkan  Keputusan  KPU
Kabupaten  Sragen untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Sragen Tahun 2015.

Ketepatan

Kami mematuhi  penyerahan




PERATURAN PATUH/TIDAK
NO. HAL N PATUHAN
DHEUR BEPATY TERKAIT PATUH

1 2 3 4 5

Waktu LADK sesuai dengan waktu yang

Pelaporan telah ditetapkan yaitu 1 (satu)

LADK ke hari sebelum masa Kampanye

KPU paling lambat pukul 18.00 waktu

setempat.

Ketepatan Kami mematuhi penyerahan

Waktu LPSDK sesuai dengan jadwal

Pelaporan sebagaimana ditetapkan dalam

LPSDK ke Peraturan KPU tentang tahapan,

KPU program dan jadwal disampaikan

kepada KPU Kabupaten Sragen

paling lambat pukul 18.00 waktu

setempat.

Ketepatan Apabila Kami menerima
Waktu setor | sumbangan yang dilarang Kami
ke kas mematuhi  ketentuan  sebagai
negara berikut:

a) Dilarang menggunakan

sumbangan tersebut;

b) Menyetorkan sumbangan yang
dilarang ke kas Negara; * dan

c) Melaporkan sumbangan yang
dilarang.

* Apabila terdapat hal tersebut di
atas Kami menyerahkan bukti
lapor kepada KPU Kabupaten
untuk Pemilihan Bupati dan
WakilBupati Sragen dan bukti
Surat Setoran Penentuan
Peneriman Negara Bukan Pajak
("SSPNBP”).

C. LADK DAN LPSDK

7. | Periode Kami mematuhi lingkup waktu
Laporan pencatatan penerimaan dan
Penerimaan | Pengeluaran LADK yaitu lingkup
dan waktu pencatatan penerimaan
Pengeluaran | dan Pengeluaran LADK yang

dilaporkan, pembukuannya
ditutup pada saat Kami
ditetapkan sebagai Peserta
Pemilihan




NO.

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN
TERKAIT

PATUH/TIDAK
PATUH

3

4

5

Bupati dan Wakil Bupati Sragen.

Kami mematuhi lingkup waktu
pencatatan penerimaan LPSDK
yaitu lingkup waktu pencatatan
penerimaan yang  dilaporkan,
pembukuannya dimulai 1 (satu)
hari setelah Kami ditetapkan
sebagai Peserta Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati ditutup 1 (satu)
hari sebelum laporan penerimaan
sumbangan disampaikan kepada
KPU Kabupaten.

Pembukaan
RKDKP

Nama Bank

Nama
Pemilik
RKDKP

Kami membuka Rekening Khusus
Dana Kampanye:

a) Pada bank umum yang
mempunyai perwakilan di
Provinsi dan/atau kabupaten
/kota di seluruh wilayah
Indonesia

b) Atas nama Kami.
Catatan:

1) Rekening Khusus Dana
Kampanye terpisah dari
rekening pribadi Kami;

2) Pengelola Rekening Khusus
Dana Kampanye adalah Kami.

Cakupan
LADK

Kami menyusun LADK yang
memuat informasi:

a) Rekening Khusus Dana
Kampanye;

b) Saldo awal atau saldo
pembukaan; dan

c¢) Sumbangan Dana Kampanye

10.

Cakupan
LPSDK

Kami menyusun LPSDK yang
memuat informasi pembukuan




‘ Y PERATURAN PATUH/TIDAK
| NO. HAL UNSUR KEPATUHAN TERKAIT PATUH
1 2 3 4 5
yang memuat seluruh penerimaan
yang diterima Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang
mengusulkan Kami.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI
Ttd ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan:
* Pilih salah satu.

-Nama Lengkap-




MODEL LPPDK2-
PERSEORANGAN

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NAMA KABUPATEN 1
NAMA PASANGAN CALON 2

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode dari tanggal s/d tanggal 3

Nomor Rekening Khusus : 4

Nomor Uraian Rp | Unit Keterangan

A. SALDO PER?®

Kas di Rekening Khusus®

Kas di 7

Barang?®

Tagihan kepada 9

Utang!0

B. Penerimaan 1!

Pasangan Calon!?

Sumbangan Pihak Lain Perseorangan!3

Sumbangan Pihak Lain Kelompok!4

Sumbangan Pihak Lain Badan Usahal>

Rl g0 B =

Lain-Lain Komitmen!6

C. Pengeluaran!?

ke Pengeluaran Operasi

a. Pertemuan terbatas!8

b. Pertemuan tatap mukal?

c. Pembuatan/produksiiklan di media massa
cetak dan media massa elektronik?0

d. Penyebaran bahan Kampanye kepada
umum?!

e. Pembuatan desain alat peraga Kampanye??

f. Rapat umum?23

g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye dan peraturan perundang
undangan?*

h. Lain-lain?5

2. Pengeluaran Modal?6

a. Pembelian Kendaraan??

b. Pembelian Peralatan?8

c. Lain-lain??

3: Pengeluaran Lain-Lain30

a. Pemberian Piutang3!

b. Pembayaran Utang3?2

D. SALDO PERS33
Kas di Rekening Khusus3+
Kas di 35
Barang?36

Tagihan kepada 37




Nomor Uraian Rp | Unit Keterangan

Utang38
CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI
ttd 7~ T\ ttd
-Nama Lengkap- -Nama Lengkap-
Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

L.
2:
3.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

Diisi nama Kabupaten tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

Diisi dengan Periode Pelaporan yaitu sejak penetapan Pasangan Calon oleh
KPU sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.

Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye pasangan calon.
Diisi saldo per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada Rekening Khusus Dana
Kampanye per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan
Calon oleh KPU).

Diisi dengan jumlah dan nilai rupiah barang yang ada berdasarkan harga
pasar (jumlah barang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang ada pada pihak lain per tanggal
penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

Diisi dengan jumlah hutang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

Penerimaan dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan
oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (periode
sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk
pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai
sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah,
kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan, dll.

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari
sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan
dikembalikan kepada pihak lain tersebut (periode sejak Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).




17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27

28.

29.

Pengeluaran dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan
oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan
terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak
Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan
tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka (periode sejak
Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk membuat
(biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran
dan Pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan
calon didasarkan pada peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye
(periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa untuk
membuat desain alat peraga Kampanye.

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum
meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan,
foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain
pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan
Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa kampanye).

Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan
lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan
perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan
(pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai,
sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang
tahun), dan Kampanye melalui media sosial (periode sejak Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran pertemuan terbatas,
pertemuan tatap muka, pembuatan iklam media massa, pembuatan desain
alat peraga Kampanye, penyebaran bahan Kampanye, rapat umum, dan
kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye, seperti biaya
administrasi bank.

Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait
dengan Aktiva tetap (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan
ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar (periode sejak Pasangan
Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan
seperti komputer, inventaris dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian
peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan
lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye).




30.

31.

32.

33.
34.

35.

36.

37.

38.

39.

Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran
modal (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima
kembali.

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan
kembali.

Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya masa Kampanye.

Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per
tanggal berakhirnya masa Kampanye.

Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya masa
Kampanye).

Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar
(per tanggal berakhirnya masa Kampanye).

Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per
tanggal berakhirnya masa Kampanye.

Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasaper tanggal berakhirnya
masa Kampanye.

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, laporan ditandatangani oleh
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
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LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2015

NOMOR :
Padahari  tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Tempat/tanggal lahir
Umur
Alamat

Nomor telepon/telepon
genggam aktif

Nomor Identitas
Nomor NPWP
Pekerjaan

Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-




LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2015

NOMOR :

Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok

Alamat Kelompok

Nomor Identitas pimpinan
kelompok

nomor telepon/telepon
genggam (aktif)

Nomor NPWP

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-




LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon

SURATPERNYATAANPENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN

TAHUN 2015
NOMOR : B
Pada hari tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama badan hukum swasta
Alamat badan hukum
swasta

Nomor Akte pendirian

Nomor NPWP badan hukum
swasta

Nama Direksi

Alamat Direksi

Nomor teleponjtelepon
genggam aktif

Nama Pemegang Saham
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham
Mayoritas

Jumlah Sumbangan

Asal Perolehan Dana

Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;

2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya  agar dapat
cligunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang
-Nama Lengkap-

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal .277 Mei 2015.

KETUAKOMIS] PEMILIHANUMUM
KABUPATEN SRAGEN

ttd

NGATMIN ABBAS

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
~.>“ T KABUPATEN SRAGEN
¥/ Kepala Sub Bagian Hu




SALINAN
LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR s5°/Kpts/KPU.Kab-012.329486 /2015
TENTANG

PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SRAGEN TAHUN 2015.

CONTOH BERITA ACARA DAN TANDA TERIMA
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2015

1. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye;

. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye;

. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye;

Contoh Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon
yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

. Contoh Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon
Perseorangan;

. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik;

. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
untuk Pasangan Calon Perseorangan;

. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik; dan

. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

untuk Pasangan Calon Perseorangan.




CONTOH BA PENERIMAAN
LADK

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2015

Pada hari ini ... tanggal ....ccovvrrverrennne 1117 | ; (PU—— tahun dua ribu .......... , Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sragen telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015 dengan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ... = | bulan

......................... tahun dua ribu lima belas pukul ......... WIB, Pasangan Calon Bupati dan  Wakil
Bupati yang menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye yaitu :

Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan
informasi dan format laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai
berikut:

NO. NAMA PASANGAN CALON ) /Tl:ff = PENCERMAE“/‘?S***
T
]
I
T

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.




Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ................ S ) dan disampaikan
kepada:

1. Saturangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;

2. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi .....................

3. Saturangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

......................... ) eerssssssssssssanesesrannnnnans

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

1. Ketua s
2. ANgEota s
3 ANGEOta e
4. 7
S. ANGEOEA ciimssssamsesessasassansssesssssssssssses

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**) Lengkap/Tidak Lengkap
***) Sesuai/Tidak Sesuai




CONTOH PENERIMAAN

LPPDK

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2015

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu lima
belas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen telah menerima Laporan Penerimaan
dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan
Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 dengan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ..., 71| bulan
......................... tahun dua ribu lima belas Pukul ........ WIB, Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati yang menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
yaitu :

NO. NAMA PASANGAN CALON HARI & TANGGAL WAKTU
) —
Y2 I—
- I P
L B —

Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan
informasi dan format laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai
berikut :

HASIL PENCERMATAN |

NO. NAMA PASANGAN CALON L/TL* S/TS** |
i
2
I
4 [

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.




Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap
disampaikan kepada :

1. Saturangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;

2. Saturangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi .......

3. Saturangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
1, Ketua
P Anggota
. 3 Anggota
4, Anggota
B, Anggota

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**) Lengkap/Tidak Lengkap
***) Sesuai/Tidak Sesuai




CONTOH PENERIMAAN
LPSDK.

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2015

Pada hari ini .. tanggal ................. bulan ............... tahun dua ribu lima
belas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, telah menerima Laporan Penerimaan
Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dengan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ... tanggal ... bulan
......................... tahun dua ribu lima belas Pukul ... WIB, Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati yang menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yaitu

HO. NAMA PASANGAN CALON HARI & TANGGAL L WAKTU ﬁ{
I P
S T
K I [
S T —

Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015,
maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format laporan
penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut :

HASIL PENCERMATAN
NO. NAMA PASANGAN CALON - L/TL** S /TS
! N —
F I
3 | sommmmssicssarsenss
. T T —

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ... ) dan
disampaikan kepada :




1. Saturangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;

2. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi...........

3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

......................... ) rrssssssessessesirnnnnns

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Ketua
Anggota
Anggota
Anggota

o W e

Anggota

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**) Lengkap/Tidak Lengkap
***) Sesuai/Tidak Sesuai




UNTUK PASANGAN CALON
YANG DIUSULKAN OLEH
PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI
POLITIK

TANDA TERIMA
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2015

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati
dari :

Nama Pasangan Calon

Hari dan tanggal
Waktu

........................................

........................................

Tempat penerimaan § emmsenrsssnsen s e ey

dengan rincian sebagai berikut :

Formulir Model LADK1-
PARPOL (untuk Laporan
Awal Dana Kampanye)
2. | Formulir Model LADK2-
PARPOL (Untuk Daftar
Aktivitas Pengeluaran
Dana Kampanye)

3. | Formulir Model LADK3-
PARPOL (Untuk Daftar Ada | Tidak Ada
Saldo Dana Kampanye)
4. | Formulir Model LADK4-
PARPOL (untuk Format
Surat Pernyataan
Tanggung Jawab)

S. | Formulir Model LADKS5-
PARPOL (Untuk Laporan
Sumbangan Dana Ada Tidak Ada
Kampanye kepada
Pasangan Calon)

6. | Lampiran Model LADK5-
PARPOL (untuk Daftar
Penerimaan Dana
Kampanye)

7. | Surat pernyataan
penyumbang pihak lain Ada | Tidak Ada
Perseorangan

8. | Surat pernyataan
penyumbang pihak lain Ada Tidak Ada
Kelompok

9. | Surat pernyataan
penyumbang pihak lain Ada Tidak Ada
Badan HukumSwasta

Ada | Tidak Ada

Ada | Tidak Ada

Ada | Tidak Ada




Copy Buku /Rekening

Koran Khusus Dana Ada Tidak Ada
Kampanye
11.
Surat Keterangan data .
pengelola rekening fda Tidaic Aria
12. | Copy bukti Tagihan/ .
Utang (apabila ada) Ada | Tidak Ada
13. | Soft Copy Laporan Awal Ada | Tidak Ada

Dana Kampanye

Diterima Oleh T

Nama § s Shmeas semae
Jabatan Y Gt s vy
No. Telp S S

Tanda Tangan bt » sy

Keterangan :
1. *) Coret yang tidak perlu.

.....

2. **) Lingkari sesuai status dokumen.

3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk
rangkap untuk KPU Kabupaten Sragen.

Pasangan Calon, 1 (satu)

Diserahkan oleh

Nama
Jabatan
No. Telp

Tanda Tangan

..........................

..........................

..........................

..........................




UNTUK PASANGAN CALON
PERSEORANGAN

TANDA TERIMA
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2015

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Calon
Bupati dan Wakil Bupati dari :
Nama Pasangan Calon @ ..o

Hari dan tanggal
Waktu

........................................
........................................

Tempat penerimaan

........................................

dengan rincian sebagai berikut :

Formulir Model LADK1-
PERSEORANGAN (untuk
Laporan Awal Dana
Kampanye)

Ada | Tidak Ada

2. | Formulir Model LADK2-
PERSEORANGAN (Untuk
Daftar Aktivitas Ada Tidak Ada
Pengeluaran Dana
Kampanye)

3. | Formulir Model LADK3-
PERSEORANGAN (Untuk
Daftar Saldo Dana
Kampanye)

4. | Formulir Model LADK4-
PERSEORANGAN (untuk
Format Surat Pernyataan
Tanggung Jawab)

5. | Formulir Model LADKS-
PERSEORANGAN (Daftar
Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye)

6. | Surat pernyataan
penyumbang pihak lain Ada Tidak Ada
Perseorangan

7. | Surat pernyataan
penyumbang pihak lain Ada | Tidak Ada
Kelompok

8. | Surat pernyataan
penyumbang pihak lain Ada | Tidak Ada
Badan Hukum Swasta
9. | Copy Buku /Rekening Ada | Tidak Ada

Ada Tidak Ada

Ada | Tidak Ada

Ada Tidak Ada




Koran Khusus Dana

Kanlpanye
10.

Surat Keterangan data .

pengelola rekening Ada Tidak Ada
11. | Copy bukti Tagihan/ '

Utang (apabila ada) Ada | Tidak Ada
12. | Soft Copy Laporan Awal Ada | Tidak Ada

Dana Kampanye

Diterima Oleh

Nama

Jabatan
No. Telp

Tanda Tangan

.....................

Keterangan :
1. *) Coret yang tidak perlu.
2. **) Lingkari sesuai status dokumen.

3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk

.....................

.....................

.....................

....................

.....

.....

......

Diserahkan oleh

Nama
Jabatan
No. Telp

Tanda Tangan

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Sragen.




TANDA TERIMA

UNTUK PASANGAN CALON
YANG DIUSULKAN OLEH
PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI
POLITIK

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2015

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Bupati dan
Wakil Bupati dari :

Nama Pasangan Calon

Hari dan tanggal
Waktu

Tempat penerimaan

dengan rincian sebagai berikut

........................................

........................................

........................................

NO

JENIS DOKUMEN

STATUS
DOKUMEN*¥)

JUMLAH

DOKUMEN KETERANGAN

Model LPSDK1-PARPOL

(Untuk Laporan Sumbangan

Dana Kampanye kepada
Pasangan Calon)

Ada

Tidak Ada

Lampiran Model LPSDK 1-

PARPOL (untuk Daftar
Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye)

Ada

Tidak Ada

Model LPSDK2-PARPOL
(untuk Format Surat

Pernyataan Tanggung Jawab)

Ada

Tidak Ada

Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Perseorangan

Ada

Tidak Ada

Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Kelompok

Ada

Tidak Ada

Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Badan Hukum Swasta

Ada

Tidak Ada

Soft Copy Laporan
Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye

Ada

Tidak Ada

Diterima Oleh

Nama
Jabatan
No. Telp

Tanda Tangan

....................

Keterangan :
1. *) Coret yang tidak perlu.

....................

....................

..........................

Diserahkan oleh

Nama
Jabatan
No. Telp

Tanda Tangan

..........................




2. **) Lingkari sesuai status dokumen.

3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk
Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Sragen.



TANDA TERIMA

UNTUK PASANGAN CALON
PERSEORANGAN

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2015

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon

Bupati dan Wakil Bupati dari :
Nama Pasangan Calon

Hari dan tanggal

Waktu

Tempat penerimaan

dengan rincian sebagai berikut

........................................

........................................

NO JENIS DOKUMEN

STATUS

DOKUMEN**)

JUMLAH

DOKUMEN KETERANGAN

Model LPSDK1-
PERSEORANGAN(Untuk
1. Laporan Sumbangan Dana

Kampanye kepada Pasangan
Calon)

Ada

Tidak Ada

Model LPSDK2-
PERSEORANGAN (untuk
Format Surat Pernyataan
Tanggung Jawab)

Ada

Tidak Ada

Surat pernyataan
3. penyumbang pihak lain
Perseorangan

Ada

Tidak Ada

Surat pernyataan
4. penyumbang pihak lain
Kelompok

Ada

Tidak Ada

Surat pernyataan
5. | penyumbang pihak lain
Badan Hukum Swasta

Ada

Tidak Ada

Soft Copy Laporan
6. Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye

Ada

Tidak Ada

Diterima Oleh

..........................

Nama

Jabatan
No. Telp

..........................
..........................

Tanda Tangan

..........................

Keterangan :
1. *) Coret yang tidak perlu.

2. **) Lingkari sesuai status dokumen.

Diserahkan oleh

Nama

Jabatan
No. Telp

Tanda Tangan

..........................

..........................

...........................




3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk
Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Sragen.




UNTUK PASANGAN CALON
YANG DIUSULKAN OLEH
PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI
POLITIK

TANDA TERIMA
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2015

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon
Bupati dan Wakil Bupati dari :
Nama Pasangan Calon ~ : ...
Hari dan tanggal
Waktu

Tempat penerimaan

.....................................

dengan rincian sebagai berikut

STATUS BE17 100 B e
DOKUMEN*) | DOKUMEN | KETERANGAN

Model LPPDK1-PARPOL
(untuk Asersi atas Laporan
Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye)

Ada Tidak Ada

2. | Model LPPDK2-PARPOL
(untuk Laporan Penerimaan Ada Tidak Ada
dan Pengeluaran Dana
Kampanye)

3. | Model LPPDK3-PARPOL

(untuk Daftar Aktivitas| Ada Tidak Ada
Pengeluaran Dana Kampanye)

4. | Model LPPDK4-PARPOL
(Untuk Daftar Saldo Dana| Ada Tidak Ada
Kampanye)

5. | Model LPPDKS5-PARPOL

(Untuk Laporan Sumbangan
Dana Kampanye kepada
Pasangan Calon)

Ada | Tidak Ada

6. |Lampiran Model LPPDK5-
PARPOL (untuk Daftar| Ada | Tidak Ada
Penerimaan Dana Kampanye)

7. | Surat pernyataan
penyumbang pihak lain Ada Tidak Ada
Perseorangan

8. | Surat pernyataan
penyumbang pihak lain Ada Tidak Ada
Kelompok

9. | Surat pernyataan
penyumbang pihak lain Ada Tidak Ada
Badan Hukum Swasta

10. | Copy Buku/Rekening Koran

Khusus Dana Kampanye Ada | Tidak Ada
11. | Surat Keterangan data

pengelola rekening Ada Tidak Ada
12. | Copy bukti Tagihan/Utang

(apabila ada) Ada Tidak Ada

13. | Bukti-bukti Transaksi Ada Tidak Ada




Penerimaan dan Transaksi o
Pengeluaran

Pembukuan Dana Kampanye .
Pihak Lain (apabila ada) Ada | Tidak Ada
15. | Asersi Pasangan Calon Ada Tidak Ada
16. | Tanda Terima Laporan Awal Ada Tidak Ada
Dana Kampanye

17. | Tanda Terima Laporan
Penerimaan Sumbangan| Ada Tidak Ada
Dana Kampanye

Diterima Oleh P Gehansvessnevsssss st Diserahkan oleh  : ...
Nama D eessesmesescsan ssna s Nama Y weawans s ety re e
Jabatan D eerererriicereeenene Jabatan D e nesERs f iRk
No. Telp - S No. Telp -
Tanda Tangan  : ... Tanda Tangan .

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu.

2. **) Lingkari sesuai status dokumen.

3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk
Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Sragen.



UNTUK PASANGAN CALON
PERSEORANGAN

TANDA TERIMA
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2015

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon
Bupati dan Wakil Bupati dari :

Nama Pasangan Calon ...
Hari dan tanggal
Waktu

Tempat penerimaan B R e e e S S S

dengan rincian sebagai berikut :

Model LPPDK1- PERSEORANGAN
(untuk Asersi atas Laporan
Penerimaan dan Pengeluaran| Ada Tidak Ada
Dana Kampanye)

2. | Model LPPDK2- PERSEORANGAN
(untuk Laporan Penerimaan dan
F Pengeluaran Dana Kampanye)

3

Model LPPDK3- PERSEORANGAN
(untuk Daftar Aktivitas
Pengeluaran Dana Kampanye)

Ada Tidak Ada

Ada Tidak Ada

4. | Model LPPDK4- PERSEORANGAN
(Untuk Daftar Saldo Dana| Ada Tidak Ada
Kampanye)

S. | Model LPPDK5- PERSEORANGAN
(Daftar Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye)

Ada Tidak Ada

6. | Surat pernyataan
penyumbang pihak lain Ada Tidak Ada
Perseorangan

7. | Surat pernyataan
penyumbang pihak lain Ada Tidak Ada
Kelompok

8. | Surat pernyataan
penyumbang pihak lain Ada Tidak Ada
Badan Hukum Swasta

9. Copy Buku/Rekening Koran

Khusus Dana Kampanye Ada Tidak Ada
10. | Surat Keterangan data

pengelola rekening Ada Tidak Ada
11. | Copy bukti Tagihan/Utang

(apabila ada) Ada | Tidak Ada
12. | Bukti-bukti Transaksi

Ada Tidak Ada

Penerimaan dan Transaksi
Pengeluaran.




Pembukuan Dana
Pihak Lain (apabila ada)

Tidak Ada

14 | Asersi Pasangan Calon Ada Tidak Ada
15 |Tanda Terima Laporan Awal
16 | Tanda Terima Laporan
Penerimaan Sumbangan Dana| Ada Tidak Ada
Kampanye.
Diterimaoleh : .................................. Diserahkanoleh : .................................
Nama P Nama E SR SRR e o S AT
Jabatan D teeersenesspermase s nessEenn s e Jabatan B o0 e b S hmsriie oy s s
No. Telp. D ereeressninessenene s sennenensnsrnnns No. Telp. E O SRR § Rty o ERE R S
Tanda Tangan : ................................... Tanda Tangan .
Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu.

2. **) Lingkari sesuai status dokumen.

3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk
Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 27 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

ttd

salinan sesuai dengan aslinya NGATMIN ABBAS

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
_KABUPATEN SRAGEN
- Kepal@Sub Bagian Hukum




